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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dokumen dengan judul “ Studi Analisis
Hukum Islam terhadap Putusan PTA Swurabaya No. 261/Pdt.G/2009/PTA Sby.
tentang Pembatalan Putusan PA Kraksaan No.1234/Pdt.G/2008/PA Krs. dalam
Perkara Harta Bersama . Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Apa
alasan hakim PTA Surabaya membatalkan putusan PA Kraksaan tersebut?
Bagaimana analisis terhadap teknik pengambilan hukum hakim PTA Surabaya
dalam pembatalan putusan PA Kraksaan No.1234 / Pdt.G / 2008 / PA.Krs.?
Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan PTA Surabaya No.261 / Pdt.G /
2009 / PTA.Sby, dan apa implikasinya terhadap putusan PA Kraksaan No.1234 /
Pdt.G / 2008 / PA Krs.?

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik dokumenter.
Selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis dokumen yang kadang-kadang istilah
ini juga disebut dengan content analysis (analisis isi) yang kemudian diakhiri
dengan penilaian berdasarkan teori dan dasar hukum yang terkait dengan dokumen
tersebut.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa hakim PA Kraksaan memutuskan
sengketa harta bersama berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-undang No.I Tahun
1974 jo pasal 97 KHI, SPT.PBB scbagai dasar perhitungan prosentase dalam
menetapkan harta bawaan dan harta bersama, dan surat an-Nisa' ayat 32. Sedangkan
dasar putusan PTA Surabaya membatalkan putusan PA Kraksaan adalah kctentuan
pasal 8 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register No.565 K/Sip/1973
tanggal 21 Agustus 1974, dan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Figh as-
Sunnah. Menurut analisis penulis, putusan PTA Surabaya lebih tepat daripada
putusan PA Kraksaan karena lcbih mengutamakan keadilan dan kejelasan dalam
mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan hukum Islam dan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka PA Kraksaan dan PTA
Surabaya disarankan untuk tetap mclakukan kajian mendalam perihal sengketa harta
bersama agar di kemudian hari terus dapat menjunjung tinggi kebenaran dan
keadilan untuk kemaslahatan umat. Dan suami isteri hendaknya lebih
memperhatikan kemaslahatan bersama daripada kepentingan pribadi, karena harta
merupakan amanah dari Allah SWT yang kelak akan dipertanggungjawabkan di
akhirat.
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, persoalan yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur
dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi warga negara
Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah UU No.1 Tahun 1974 dan peraturan
pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. UU ini
merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formilnya
ditetapkan dalam UU No.7 Tahun 1989. Adapun aturan pelengkap yang akan
menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi
Hukum Islam yang telah ditetapkan dan disebar luaskan melalui Instruksi
Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.'

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada
semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Firman Allah ;

- - - P s 0 as /°ro’/’°.6<,°
Oala Y Gy gl Gy G20V e Un GlST 215591 3 (s 0

"Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik
dari apa yang ditumbuhkan di bumji dan dari diri mereka maupun dari apa yang
tidak mereka ketahui"® (Yasin : 36)

' Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesis, (Jakarta: Kencana, 2007), 1
? Depag RI, AI-Qur’an dan Terjemahnys, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), 710



Sayyid Sabiq dalam bukunya Figh as-Sunnah menulis bahwa perkawinan
merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk
berkembang biak setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya
yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.’

Firman Allah :

z . c20 % . ... .o PRV ) o’:'r o .0 42 e':éj & -&,.
Vory L oy Lom g Lo Gly Sty ol Lpn (Sl (o) (ST 1520 (W01 GG
Ly s
“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sckalian kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan
isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang-biskkan laki-laki dan
perempusn yang banyak.” * (an-Nisa’: 1)
Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan dan diutamakan oleh
Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Untuk menjaga
kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai
dengan martabat tersebut schingga antara laki-laki dan perempuan diatur secara
terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi
yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah
saling terikat.’Hukum yang dimaksud adalah hukum perkawinan yang dalam
konteks Indonesia berupa Undang-undang No.l Tahun 1974 tentang

perkawinan.

: Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnab, Jilid II, (Al-Qahirah: Dar al-Fath al-I'lam al-‘ Arabiy, 1990), 121
Ibid, 114
5 Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 19990), 10



Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu
tujuan yang ditekankan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan
seterusnya agar suami-isteri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai
tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara
anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik.® Oleh karena itu, apabila
terjadi perselisihan antara suami-isteri, sebaiknya bisa diselesaikan sehingga
tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, baik suami maupun isteri tidak
menginginkan hal itu terjadi, lebih-lebih sebuah hadis menjelaskan bahwa
meskipun talaq itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah
SWT.

Sabda Nabi:

s e 5 B 9o (a
“Perkara yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talaq’

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya Islam mendorong
terwujudnya perkawinan yang bahagia, kekal dan menghindarkan terjadinya
perceraian. Pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya
perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Pasal 39 Undang-undang no.1
Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini sebagai salah satu cara untuk

mempersulit terjadinya perceraian.

®Slamet Abidin, Figih Munakahat II, 9
"Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, Juz 1L, (Beirut: Dar al-Kutub al-*Iimiyah, 1996), 120



Setiap pasangan suami-isteri pasti akan mendambakan keluarga yang
kekal, bahagia dan sejahtera. Namun terkadang kenyataan tidak sesuai dengan
harapan yang diinginkan, muncul sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan
perkawinan harus putus di tengah jalan. Ikatan perkawinan terpaksa harus
diputuskan karena adanya perbedaan pendapat atau perselisihan antara
pasangan suami-isteri tersebut. Jika perselisihan antara keduanya tidak dapat
diselesaikan dengan jalan damai, maka solusi teakhir yang harus ditempuh
adalah jalan perceraian walaupun sangat menyakitkan tetapi jalan itu ditempuh
demi kemaslahatan bersama. Setelah putusnya perkawinan ternyata
permasalahan tidak berakhir sampai di situ. Setelah itu, biasanya muncul
permasalahan-permasalahan baru akibat dari perceraian tersebut, salah satu di
antaranya adalah masalah yang menyangkut pembagian harta bersama ( harta
gono gini ) yang dimiliki oleh suami dan isteri.

Sebuah perkawinan tidak jarang membawa suatu permasalahan mengenai
perebutan harta bersama setelah terjadinya sebuah perceraian. Padahal Undang-
undang No.1 Tahun 1974, sudah menerangkan secara jelas dari pengertian harta
bersama sampai dengan pembagian harta bersama antara suami dan isteri.

Setelah laki-laki dan perempuan menikah maka berlakulah sebuah
ketentuan baru terhadap harta benda yang mereka peroleh selama masa
perkawinan tersebut tidak lagi menjadi hak pribadi masing-masing suami isteri

seperti pada saat sebelum mereka menikah ( kecuali ada perjanjian khusus ).



Setelah menikah maka harta yang mereka peroleh dalam masa perkawinan
statusnya menjadi harta bersama suami dan isteri tanpa mempersoalkan atas
nama siapa harta benda itu di daftarkan dan siapa yang memperolehnya.® Tetapi
harta benda yang diperoleh oleh suami maupun isteri melalui jalan hadiah,
sedekah, wasiat dan warisan tetap menjadi milik pribadi suami atau isteri yang
menerimanya.

Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:’

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai tata cara penggunaannya Undang-undang No.l Tahun 1974
juga telah menetapkan peraturannya. Untuk harta bersama, suami atau isteri
dapat bertindak sesuai persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai
harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya.

Pasal 36 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan:'°
1. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan

kedua belah pihak.

8 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika,
2005), 270

® UU Perkawinan Indonesia 2007,11

19 1bid, 11



2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin menganalisis subuah dokumen
putusan tentang gugatan pembagian harta bersama yang di dalamnya sudah
bercampur dengan harta bawaan di PTA Surabaya yaitu perkara
No.261/Pdt.G/2009/PTA.Sby tentang gugatan harta bersama. Gugatan harta
bersama ini diajukan oleh isteri kepada suaminya yang sebelumnya sudah
diputus oleh putusan PA Kraksaan No.1234/Pdt.G/2008/PA.Krs tanggal 18 Mei
2009 yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama yang sudah bercampur
dengan harta bawaan tersebut dibagi berdasarkan perhitungan ratio dari SPT
PBB yang kemudian diprosentasikan. Akan tetapi hakim PTA Surabaya
membatalkan putusan PA Kraksaan tersebut dikarenakan putusan itu tidak
sesuai dengan fakta hukum yang ada.

Oleh karena itu, penulis dalam skripsi ini menganalisis alasan-alasan dan
dasar hukum yang digunakan PTA Surabaya dalam menyelesaikan perkara
No.1234/Pdt.G/2008/PA.Krs tentang gugatan harta bersama dan dasar hukum
yang  dipakai oleh hakim PTA  Surabaya dalam  perkara
No.261/Pdt.G/2009/PTA.Sby untuk membatalkan putusan PA Kraksaan

No.1234 / Pdt.G/ 2008 / PA. Kis.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah

dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

I. Apa alasan hakim PTA Surabaya membatalkan putusan PA Kraksaan
tersebut ?

2. Bagaimana analisis terhadap teknik pengambilan hukum hakim
PTA  Surabaya dalam Pembatalan putusan PA  Kraksaan
No. 1234/Pdt.G/2008/PA.Krs ?

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan PTA Surabaya No.
26!/Pdt.G/2009/PTA.Sby, dan apa implikasinya terhadap putusan PA

Kraksaan No. 1234/Pdt.G/2008/PA.Krs ?

C. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat
jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi
dari kajian atau penelitian tersebut."’
Topik utama yang dijadikan objek penelitian oleh penulis dalam karya
tulis ilmiah ini adalah pembatalan putusan PA Kraksaan oleh Putusan PTA

Surabaya tentang harta bersama. Skripsi ini bukanlah karya tulis pertama yang

" Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 7



membahas masalah pembatalan putusan PA oleh PTA tentang harta bersama,
akan tetapi masalah ini telah dibahas sebelumnya. Hal ini terlihat dengan
setidaknya 3 (tiga) dari beberapa buah skripsi yang menjadikan pembatalan
putusan PA oleh PTA tentang harta bersama sebagai obyek penelitian, di
antaranya adalah :

" Telaah terhadap putusan PTA Surabaya No.190/Pdt.G/2007/PTA.Sby
atas pembatalan putusan PA Bangil No.347/Pdt.G/2007/PA.Bgl. tentang sengketa
harta bersama" yang ditulis oleh Achmad Ramadlona."” Skripsi ini membahas
tentang seorang suami yang menggugat harta bersama, berupa sepeda motor,
sebidang tana_h. pekarangan, dan seckor sapi yang dipelihara oleh ayah sang
isteri. PA Bangil memutuskan bahwa semua harta yang digugat adalah harta
bersama sehingga harta tersebut harus dibagi secara rata antara suami dan
isteri, sedangkan PTA Surabaya memutuskan bahwa sepeda motor tersebut
bukan merupakan harta bersama yang harus dibagi karena sudah dijual untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengenai sebidang tanah pekarangan adalah
harta bersama yang harus dibagi antara suami isteri, dan mengenai seckor sapi
bukan merupakan harta bersama yang harus dibagi karena harta bersama

tersebut dijual oleh ayah tergugat / pembanding.

12 Skripsi tahun 2010



"Analisis putusan PA Jombang dan PTA Surabaya tentang pembagian
harta bersama" yang ditulis oleh Syahriyah Agustiningrum.13 Skripsi ini
membahas tentang rumah yang menjadi harta bersama yang dikuasai oleh
tergugat secara penuh. PA Jombang memutuskan rumah tersebut kembali
kepada tergugat karena menurut saksi rumah itu dibelikan oleh ayah tergugat,
sedangkan PTA Surabaya membatalkan putusan tersebut karena kesaksian itu
dianggap festimunium de auditu, yaitu saksi tidak bisa menjelaskan apakah
mereka melihat sendiri pembelian rumabh itu.

" Analisis terhadap pembatalan putusan PA pamekasan tentang sengketa
harta bersama oleh PTA Surabaya" yang ditulis oleh Herizal Hasibuan."* Skripsi
ini membahas tentang harta bersama yang dikuasai oleh tergugat dengan
pembuktian saksi yang masih ada hubungan saudara dengan tergugat, schingga
PTA Surabaya membatalkan karena saksi sedarah bertentangan dengan UU yang
berlaku, yaitu pasal145 HIR.

Meskipun telah ada penelitian yang membahas masalah pembatalan
putusan (antang harta bersama, namun sampai saat ini masalah tentang
“ GStudi Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PTA Surabaya
No. 261/Pdt.G/2009/PTA.Sby tentang Pembatalan Putusan PA Kraksaan

No. 1234/Pdt.G/2008/PA Krs dalam Perkara Harta Bersama

¥ Skripsi tahun 2006
' Skripsi tahun 2010
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belum ada yang meneliti dan menganalisis putusan tersebut dengan perspektif
hukum Islam.

Penulisan skripsi ini akan menekankan pada anmalisis hukum Islam
terhadap putusan PTA Surabaya dan PA Kraksaan, yang mana PA tersebut
memutuskan pembagian harta bersama dengan digabung terlebih dahulu
kemudian dihitung berdasarkan prosentase, sedangkan PTA Surabaya
membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri sesuai dengan fakta

persidangan.

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami alasan hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan
PA Kraksaan.

2. Untuk memahami teknik pengambilan hukum hakim PTA Surabaya dalam
pembatalan putusan PA Kraksaan No. 1234/Pdt.G/2008/PA.

3. Untuk menganalisis putusan PTA Surabaya No.261/Pdt. G/2009/
PTA.Sby dengan hukum Islam dan implikasinya terhadap putusan PA

Kraksaan No. 1234 / Pdt. G/ 2008 / PA. Krs .
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E. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari segi teoritis
maupun praktis.
1. Segi Teoritis
Sebagai kajian ilmiah hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa
Fakultas Syari’ah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk
menelaah dan mengkaji hukum keluarga Islam mengenai harta bersama
(harta gono gini) terutama yang mempunyai relevansi dengan sekripsi ini.
2. Segi Praktis
Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat terutama yang pernah
mengalami perceraian agar dapat memahami dan mengamalkan tentang

harta bersama.

F. Definisi Operasional
Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan
interprestasi dalam memahami pokok bahasan sekripsi ini, maka penulis
memandang perlu menguraikan secara terperinci maksud dari  judul
“Studi  Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PTA  Surabaya
No. 261/ Pdt.G / 2009 / PTA. Sby Tentang Pembatalan Putusan PA Kraksaan

No. 1234/Pdt.G/2008/PA. Krs dalam Perkara Harta Bersama’.



PA Kraksaan

PTA Surabaya

Pembatalan Putusan

Harta bersama

Hukum Islam

12

: Pengadilan Agama yang mengeluarkan putusan
No.1234/Pdt.G/2008/PA.Krs.  tentang  harta
bersama.

: Pengadilan Tinggi Agama yang mengeluarkan
putusan No.261/Pdt.G/2009/PTA.Sby tentang

harta bersama.

: Putusan pengadilan Tinggi Agama Surabaya

yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama

Kraksaan tentang sengketa harta bersama.

: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan

kecuali harta bawaan dan harta benda yang
diperoleh oleh masing-masing suami isteri
sebagai hadiah atau warisan.

: Peraturan-peraturan dan  ketentuan-ketentuan
yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan
al- Quran dan al-Sunnah.'” Hukum Islam yang
digunakan disini adalah Kompilasi Hukum [slam

dan kitab — kitab Figh .

Jadi yang dimaksud dengan “Studi Analisis Hukum Islam terhadap

Putusan PTA Surabaya No. 261/ Pdt.G / 2009 / PTA. Sby Tentang Pembatalan

15 Sudarsono, Kamus Hukum, ( Jakarta: Rineka Cipta 1992), 169
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Putusan PA Kraksaan No. 1234/Pdt.G/2008/PA. Krs dalam Perkara Harta
Bersama” adalah menganalisa putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya yang membatalkan putusan hakim Pengadilan Agama Kraksaan

tentang harta bersama dengan perspektif hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara melakukan pengamatan dengan
pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun
secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan
data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk mepemukan, mengembangkan
dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan.'®

Dalam bahasan tentang metode penelitian ini meliputi :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang
putusan harta bersama PA Kraksaan No. 1234/Pdt.G/PA Krs dan putusan
harta bersama PTA No. 261/Pdt.G/2009/PTA.Sby serta data tentang harta

bersama dalam kitab-kitab figh dan hukum positif di Indonesia.

16 Cholid Narbuko, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1-2
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2. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini adalah Sumber data sekunder, yaitu
sumber data yang diperoleh dari informasi yang telah dikumpulkan dari
bahan-bahan pustaka.'” Data sekunder tersebut meliputi :'®

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam
hal ini, yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara langsung dari
putusan PA Kraksaan No.1234/Pdt.G/PAKrs dan putusan PTA
No.261/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah
data yang diperoleh secara langsung dari buku-buku kepustakaan yang
terkait dengan skripsi ini.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini, yang dimaksud
adalah data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
teknik dokumenter."” Studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara

mempelajari dokumen-dokumen, berkas-berkas perkara dan bahan-bahan

17 .

Ibid,, 14
' Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali , 1990), 14-15
° Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penclitian, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995),
70
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kepustakaan yang berhubungan dengan perkara yang diteliti. Selain itu,
pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan para hakim dan
panitera yang terlibat.
4. Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan teknik analisis
dokumen yang kadang—kadang istilah ini juga disebut dengan content
analysis (analisis isi)?’, yaitu menguraikan secara sistematis mengenai isi
putusan hakim PA Kraksaan No.1234/Pdt.G/PA Krs dan putusan hakim
PTA No.261/Pdt.G/2009/PTA.Sby tentang gugatan harta bersama, sehingga
dapat diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
tersebut. Untuk selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan teori dan dasar

bukum yang terkait dengan dokumen itu.

H. Sistematika Pembahasan
Agar penulisan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis
kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :
BAB I : Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,

definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2 Consuelo G. Sevilla dkk, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Ul Press, 1993), 85
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BABII : Mengemukakan landasan teori yang membahas tentang pengertian
dan dasar hukum harta bersama dalam perkawinan, macam-macam harta
bersama dalam perkawinan, dan akibat putusnya hubungan perkawinan terhadap
harta kekayaan suami isteri.

BABIII : Merupakan data penelitian tentang putusan PA Kraksaan dan PTA
Surabaya tentang harta bersama yang meliputi gambaran umum PA Kraksaan
dan PTA Surabaya, putusana PA Kraksaan tentang harta bersama, dan putusan
PTA Surabaya tentang harta bersama.

BAB1V : Merupakan analisis hukum Islam terhadap putusan PA Kraksaan
dan PTA Surabaya tentang harta bersama yang meliputi analisis terhadap dasar
putusan hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Kraksaan, analisis
terhadap teknik pengambilan hukum hakim PTA Surabaya, dan analisis
implikasi putusan PTA Surabaya terhadap putusan PA Kraksaan.

BABV : Mcrupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BABII
TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN

A. Pengertian Harta Bersama Dalam Perkawinan

Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta bersama
terdiri dari dua kata yaitu harza dan bersama. Harta adalah bérang-barang, uang
dan sebagainya yang menjadi kekayaan, sedangkan bersama adalah scharta,
semilik. Sedangkan menurut terminologis harta bersama adalah barang-barang,
uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami isteri secara
bersama-sama dalam perkawinan.'

Pada dasarmya, menurut hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran
harta bersama antara suami dan isteri karena perkawinan, kecuali dengan syirkah
(perjanjian dalam perkawinan). Hal ini discbabkan karcna dalam al-Qur’an
maupun Hadis Nabi tidak dijelaskan dengan tegas tentang hal itu, schingga
masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad.”

Dalam beberapa kitab figh, baik ahli hukum kelompok Syafi'i maupun
madzhab-madzhab lain, tidak ada satupun yang membahas topik tentang harta
bersama dalam perkawinan scbagaimana yang dipahami oleh hukum adat.

Namun kalau dilibat dari sisi tcknisnya, kepemilikan harta bersama antara suami

'wis, Pocrwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 347
2 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, (Y ogyakarta, Liberty, 2004), 99

17
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isteri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat dipersamakan dengan bentuk
kerja sama (syirkah ).}

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai
harta bersama telah dijelaskan dalam Bab VII pasal 35 sampai dengan pasal 37.
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, harta barsama itu diatur
dalam Bab I pasal 1 huruf (f) dan Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Menurut pasal 35 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, harta bersama diartikan sebagai harta benda yang diperoleh selama
perkawinan berlangsung. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah
dibawa pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan
lain.*

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 1 huruf (f)
menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan
atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami
isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut

harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.’

3 Ratno Lukito, Pergumulsn Antara Hukum Islam dan Hukum Adst di Indonesis, (Jakarta: Pustaka
Nasional, 1998), 82-83

* UU Perkawinan Indonesia 2007, 11

5 Ibid, 175



19

B. Macam-Macam Harta Dalam Perkawinan
Mengenai macam-macam harta dalam perkawinan, menurut pasal 35

Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan sebagai

berikut :°

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam KHI pasal 85 sampai dengan pasal 97 disebutkan,
bahwa harta perkawinan dapat dibagi menjadi :’

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum
perkawinan.

2. Harta bawaan isteri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.

3. Harta bersama suami dan isteri, yaitu harta benda yang diperoleh selam
perkawinan menjadi harta bersama suami dan isteri.

4. Harta dari hasil hadiah, hibah, waris dan shadaqah suami, yaitu harta yang
diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

5. Harta hasil, hibah, waris, dan shadaqah isteri, yaitu harta yang diperolehnya

sebagai hadiah atau warisan.

¢ Ibid, 11
7 Ibid.,, 198-201
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Menurut Sayuti Thalib, harta suami isteri itu dapat digolongkan menjadi
beberapa macam sebagai berikut :*
1. Dilihat dari sudut asal usulnya, harta suami isteri itu dapat digolongkan
menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Harta bawaan, yaitu harta masing-masing suami isteri yang telah mereka
miliki sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha
mereka sendiri.

b. Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh setelah menikah, yaitu
yang diperoleh dari warisan, hibah atau wasiat untuk masing-masing
suami atau isteri dan bukan diperoleh dari usaha mereka baik perorangan
maupun bersama-sama.

c. Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh suami isteri setelah
mereka berada dalam hubungan perkawinan dengan jalan usaha mereka
baik sendiri, perorangan maupun secara bersama-sama,

2. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat,
maka harta itu akan berupa :

a. Harta milik bersama.

b. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga.

c. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang

bersangkutan atau disebut juga dengan harta milik pribadi.

® Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargasn Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 83
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Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo, macam-macam harta suami isteri
yang lazim dikeﬂal di Indonesia antara lain :°

1. Harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum perkawinan
melalui usaha mereka masing-masing. Harta seperti itu di Bali disebut Guna
Kaya. Di Sumatera Selatan disebut harta pembujang bila diperoleh oleh
perawan (gadis). Menurut UU No. 1 tahun 1974 harta tersebut dikuasai
masing-masing pihak yang memilikinya.

2. Harta yang diperoleh pasangan suami isteri yang diberikan oleh keluarga
atau orang tua untuk mereka berdua pada saat mereka menikah. Harta
tersebut bisa berupa modal usaha, perabotan rumah tangga atau tempat
tinggal. Seumpama terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada
keluarga atau orang tua yang memberikan. Di Minangkabau harta ini dikenal
dengan istilah Harta Asal.

3. Harta yang diperoleh oleh masing-masing suami isteri dalam masa
perkawinan melalui hibah, wasiat maupun dari orang tua atau keluarga
terdekat. Harta semacam ini di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta
dikenal dengan nama harta Gawan, di Jakarta disebut Barang Usaha, di
Banten disebut Barang Sulu, di Jawa Barat disebut Barang Benda atau

Barang Asal atau Barang Pusaka.

® M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilsn Agama dan
Zakst Meaurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 28-29
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4. Harta yang diperoleh masing-masing suami isteri dalam masa perkawinan
melalui usaha mereka berdua atau dari usaha salah satu dari mereka. Harta
tersebut disebut harta pencaharian. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun
1974 harta tersebut menjadi harta bersama suami isteri. Harta jenis ini di
Aceh disebut Haraueta Sihareukat, di Bali disebut Druwegabro, di Jawa
disebut harta Gono-Gini.

Adapun penyebab terjadinya percampuran harta kekayaan suami
isteri disebabkan oleh beragam faktor. Sayuti Thalib menjelaskan bahwa
harta kekayaan bisa bercampur apabila mengadakan perjanjian secara tertulis
atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam
suatu perkawinan, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang
diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha sendiri ataupun
harta pencaharian. Dapat pula ditetapkan dengan Undang-undang atau
peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang
suami isteri dalam ikatan perkawinan, yaitu harta pencaharian adalah harta
bersama suami isteri.'®

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa harta benda yang
menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-

masing sebelum terjadi perkawinan ataupun yang diperoleh masing-masing

/B—Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, 84 -85
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pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama,
misalnya menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya. Sedangkan
harta bersama adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri dalam
masa perkawinan melalui usaha mereka berdua atau dari usaha salah satu
dari mereka. Dalam hal ini, suami isteri dapat mempergunakan harta

bersama atas persetujuan kedua belah pihak.

C. Dasar Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan
1. Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, menurut hukum Islam tidak dikenal adanya
percampuran harta bersama antara suami isteri karena perkawinan. Akan
tetapi hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi
setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk
melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak
bertentangan dengan syari'at Islam. Di samping itu, juga diberi kemungkinan
adanya suatu sarikat kerja antara suami isteri dalam mencari harta kekayaan.
Oleh karenanya, jika terjadi perceraian harta kekayaan tersebut dibagi
menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan: ")l =¥y, »=Y

(tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan)".!" Dari kaidah hukum

11 Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Kacdah-kaedah Praktis Memahami Figih Islami, (1tp.:
Pustaka al-Furqan, 2009), 93



24

ini, jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan
membagi harta tersebut secara adil. Dalam surat an-Nisa' Ayat 32, ayat
tersebut mengisyaratkan bahwa penyelesaian harta bersama harus dilakukan
secara adil dalam pembagian antara suami isteri.'?

Dengan demikian, dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran
harta bersama antara suami isteri karena perkawinan, kecuali dengan syirkah
(perjanjian dalam perkawinan). Dalam al-Qur’an maupun Hadis Nabi juga
tidak dijelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama hubungan
perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan
dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan
perkawinan itu menjadi milik bersama. Sehingga masalah ini merupakan
masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad, yaitu dengan
menggunakan akal pikiran manusia dengan sendirimya hasil pemikiran itu
harus sesuai dan bersumber dengan jiwa ajaran Islam."

Oleh karena itu, beberapa sarjana Islam yang mengatakan adanya

harta bersama dalam perkawinan antara suami isteri itu berdasarkan pada

ayat-ayat al-Qur’an sebagai berikut :

12 Nasution Bahder Johan dan Sri Warjiati, Hukum Perdsta Islam, (Bandung: Mandar Maju, 1997),
34
B bid, 99
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Surah al-Baqarah: 228
‘5 P R IR R AT
,‘i_',.:,_; .;lp ‘;Jl"jUJ ;/3"(’/{1\_3 U'FLC Lg.:\” :}:.3 Ol) ........
% - & . 5~
é}-_ﬁ‘{c ably

" Dan para wanita mempunyar hak yang seimbang dengan kewsajibannya

menurut cara yang maruf Akan tetapi para suami, mempunyai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana." 14

Hal itu disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap

P}

keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Ketentuan tersebut

sebagaimana yang dijelaskan dalam surah an-Nisa’ ayat 34 :

. -5 - "/ ,} ‘/9/ }fu“ /4’: I = o wt - — ,“: s < d‘
g y bl s Lay Ll o D008 Ji )l
// td

t € o o Ao E~_
rd

........ .()",G'l‘}‘"uf | g2801 L‘“:f)

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah
Telah melebihkan sebahagian mercka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mercka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari

harta mercka....""

' Depag RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), 55
" Ibid., 123
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Surah an-Nisa’:21
- 3 4 s/ 2~ |/ - y > 2 ke 2 -
. )4}-‘) u,a.su J/! ("él‘d” LS"Q'Q‘ ..\.9) J‘LJ_’J?LJ u.S)
z - £ - A
-Lh‘l. ..,p. ‘.él:'-,° 50/0

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka
(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"'®

Surah an-Nisa’:19
°’./’: iTrrf <t 282 2 fe.)az"‘ <4
148 5G O u“”u‘)‘*’; OB Dy el agilel

........

tidak menyukai mereka, (maka bersabarlafi) Karena mungkin kamu tidak
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang

¥ Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu

banya 7
Surah ar-Rum: 21
’l 1_,_.<.M.J G))‘ (,g.u.&u‘ &;ﬂ Ol" U‘ ;4.::;;‘:— u-ﬂ_j

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang." I8

' Ibid., 120
7 Ibid, 119
® 1bid., 644
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Berdasarkan pada ayat-ayat di atas, maka beberapa sarjana Islam
seperti Sayuti Thalib dan Hazairin (almarhum) menyimpulkan bahwa
menurut hukum Islam, harta yang diperoleh suami dan isteri karena
usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama atau
hanya sang suami saja sedangkan isteri hanya mengurus mmah tangga
beserta anak-anaknya saja.

Jadi ketika mereka (suami isteri) telah terikat dalam perjanjian
perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta
maupun anak-anak, seperti yang diatur oleh al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat
21. Tidak perlu diiringi dengan syirkah (perjanjian dalam perkawinan), sebab
perkawinan dengan Ijab Qobul serta memenuhi persyaratan lain-lainnya
seperti adanya wali, saksi, mahar, dan walimah sudah dapat dianggap adanya
syirkah antara suami isteri."”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai harta bersama
dalam perkawinan diatur dalam pasal 85-97. Pada pasal 85 KHI menegaskan
bahwa'adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta
milik masing-masing suami atau isteri.?’

Dalam pasal 86 menyatakan bahwa pada dasarmya tidak ada

percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri karena

1 Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 232
2% YU Perkawinan Indonesia 2007, 198
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perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai
sepenuhnya oleh isteri, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi
milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.”

Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh memakai hak milik isteri
tanpa persetujuan si isteri, jika suami menggunakan harta isteri walaupun
untuk kebutuhan sehari-hari pada dasarnya merupakan hutang suami kepada
isteri yang harus dikembalikan. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah
lahir batin kepada isteri dan membahagiakan isteri tidak menyusahkan isteri,
bukan sebalikya. Namun demikian tidak berarti suami isteri tidak saling
membantu dalam membangun keluarga atau rumah tangga, asal saja segala
sesuatunya dilakukan dengan baik dengan musyawarah antara satu sama
lain.Z2

Sebagaimana yang telah disebutkan pasal 86 yaitu harta kekayaan
isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, jadi
perempuan yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan
suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda sehingga ia
dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat berupa hibah, hadiah,
shadaqah atau yang lainnya, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal

87 ayat 2.

21 P

Ibid, 198
2 Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia Menurit Perundangan, Hukum Adat, Hukum
Agama, (ttp.: Mandar Maju, 1990), 127
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Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta
bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan
Agama yang berwenang.?
Seorang suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta
isteri maupun hartanya sendiri begitu pula sebaliknya seorang isteri turut
bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada
padanya.?*
Bentuk harta bersama itu sendiri beraneka ragam sebagaimana yang
dijelaskan dalam KHI pasal 91 2
1) Harta bersama yang dimaksud dalam pasal 85 KHI adalah berupa benda
berwujud atau tidak berwujud.

2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak,
benda bergerak dan surat-surat berharga.

3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu
pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan

menjual atau memindahkan harta bersama.”®

2 YU Perkawinan Indonesia 2007, 199
2 1bid., 199
% Ibid., 199
% Ibid., 199
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Jika dalam rumah tangga terdapat permasalahan yang berhubungan
dengan hutang maka dapat diselesaikan dengan menggunakan pasal 93
Kompilasi Hukum Islam, yaitu 2
1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada
hartanya masing-masing.

2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan
keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada
harta isteri.
Dalam hal terjadi perkawinan poligami (suami beristeri lebih dari
satu) maka mengenai harta bersama diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum
Islam, yaitu :*®
1) Harta bersama dalam perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri
lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang
mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat
(1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua,

ketiga, atau yang keempat.

7 bid., 199-200
2 Ibid., 200
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Apabila dalam rumah tangga terdapat perbuatan suami atau isteri
yang membahayakan terhadap harta bersama maka pasal 95 Kompilasi
Hukum Islam menjelaskan 2
1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf ¢ peraturan
pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam, suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk
meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan
gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan
dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan
sebagainya.

2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk
kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Dalam hal terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati atau
salah satu di antara suami isteri tersebut ada yang hilang dan tidak diketahui
keberadaannya maka penyelesaian atau pembagian harta bersama adalah
berdasarkan pada pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam 30
1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak

pasangan yang hidup lebih lama.

® 1bid., 200
® 1bid,, 200-201
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2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau
suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya
yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan
Agama.

3) Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974
Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah
mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu dalam Bab VII
pasal 35, 36, dan 37.”'
Pasal 35

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

2) Harta bawaan dari masing-masing suamy dan isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan laip.

Pasal 36

1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak

2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bendanya

3 1bid,, 11
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Pasal 37
“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing”.

Berdasarkan pada pasal 35, 36, dan 37 tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur dalam
Undang-undang perkawinan sudah sejalan dengan ketuntuan dalam hukum
Islam, namun di sini hanya ditekankan bahwa harta yang diperoleh selama
perkawinan baik kerena usaha suami isteri masing-masing atau suami isteri
bersama-sama otomatis menjadi harta bersama. Tetapi apabila terjadi
perceraian maka pembagian harta bersama tetap mengikuti ketentuan
hukumnya masing-masing, jadi bagi orang Islam tetap mengikuti ketentuan
hukum Islam.

D. Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan Terhadap Harta Bersama Antara Suami
Isteri

Dengan putusnya hubungan perkawinan, maka timbul beberapa akibat
hukum. Akibat hukum dari putusnya hubungan perkawinan tersebut antara lain :
1) Tentang status anak-anak, pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaannya
(wali Hadanah).

2) Tentang harta bersama suami isteri tersebut.
3) Tentang nafkah isteri dan nafkah anak.

4) Tentang masa tunggu (tenggang waktu Iddah).
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5) Tentang nafkah Iddah dan Mut’ah.*?

Dari beberapa akibat hukum putusnya hubungan perkawinan di atas,
pada kesempatan ini penulis mencoba menelaah hanya pada masalah yang kedua
saja, yaitu akibat hukum dari putusnya hubungan perkawinan pada status harta
bersama antara suami isteri dari segi hukum Islam dan hukum positif.

1. Menurut Hukum Islam

Ketentuan akibat putusnya hubungan perkawinan terhadap kekayaan
suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur pada pasal 96 dan
97. %

Pasal 96:
1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak
pasangan yang hidup lebih lama.

2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang berisi yang

Isterinya atau svaminya yang hilang harus ditanggulikan sampai adanya

kepastian kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas
dasar putusan Pengadilan Agama

Pasal 97:
Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan
Mengenai perkawinan seorang laki-laki monogami akan mudah dicari
. penyelesaiannya atas semua hal yang bersangkutan dengan syirkah. Apabila

terjadi perceraian hidup antara suami isteri, maka harta kekayaan mereka

32 Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 228
33 UU Perkawinan Indonesia 2007, 200-201
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yang telah menjadi syirkah itu dibagi berimbang menurut keadaan ketika
mereka mendapatkan harta kekayaan itu.*

Ketentuan separoh bagian dalam pasal 96 menjadi kebiasaan
masyarakat, dalam istilah teknis disebut ‘wrf yang secara materiil disebut
dengan harta gono-gini. Pada sisi lain dapat ditempuh melalui jalan
maslahah mursalah. Alasannya, karena tidak ada ketentuan yang pasti dalam
nas tentang persoalan kekayaan bersama.

Dalam prakteknya di masyarakat yang dianggap baik tersebut, para
ulama merumuskan kaidah 4sSsa 33!l (sebuah adat kebiasaan itu bisa
dijadikan sandaran hukum).”> Menurut Abdul Wahab Khallaf, adat adalah
sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya,
baik berupa ucapan, perbuatan ataupun hal meninggalkan sesuatu dan juga

disebut dengan ‘ur£>® Dalam hal ini Rasulullah bersabda :

Al e i G 1 Wy Saa 4l S i Wa ol of L
372 =

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah
dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, maka buruk pula di sisi Allah."

34 Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, 85

3 Jalaluddin Abd. ar-Rahman as-Suyuti, A/-Ashbah wa an-Nadzair, (Beirut: Muassasah al-Kutub al-
Thaqafiyah, 1996), 119

3 Abdul Wahab Khallaf, /imu Usil al- Figh, terj. Noer Iskandar Al- Barsany, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1994), 134. Lihat juga, Rachmad Syafe’i, /lmu Usul Figh, (Bandung: CV Pustaka
Setia, 1999), 128

37 Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, (1tp.: Dar al-Fikr, tt.), 379
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Dalam hal terjadi perkawinan poligami, maka perlulah pertama
kalinya terdapat perlindungan atas harta bersama suami isteri dalam
pasangan bermula (isteri pertama). Sedangkan terhadap isteri yang ke dua
perlu ada penegasan bahwa pokok pikiran harta terpisah antara suami isteri
tetap dipertahankan. Harta bersama suami isteri dengan isteri kedua hanya
terdapat bagi barang-barang rumah tangga si isteri kedua saja yang berasal
dari usaha mereka bersama atau usaha salah seorang dari mereka. Sedangkan
mengenai barang-barang lainnya terutama barang-barang yang besar dan
berharga, mereka tetap memiliki harta masing-masing. Kalau hendak ada
syirkah maka hanyalah syirkah dengan perjanjian yang jelas tertulis atau
ucapan yang diperkenankan.*®

Tentang pembagian bersama pada perkawinan poligami di dalam
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dijelaskan pada pasal 94 ayat 1 dan 2.
harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih
dari scorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Dan pemilikan
harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih
dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang
kedua, ketiga dan keempat.

Sedangkan bila terjadi perceraian karena kematian, maka bagian

untuk yang meninggal itu merupakan warisan yang diwarisi oleh segenap

R Ibid., 85
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ahli warisnya, termasuk isteri atau suami yang ditinggalkan. Berbeda dengan
cerai hidup. Dalam hal itu belumlah memasuki hukum pewarisan. Masing-
masing mendapat separoh dari harta bersama, belum ada bagian untuk anak
dan belum ada masalah bagian untuk janda atau duda.”
2. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Mengenai akibat putusnya hubungan perkawinan terhadap harta
kekayaan suami isteri (harta bersama) dalam Undang-undang No. |1 Tahun
1974 tentang perkawinan dijelaskan dalam Bab VII pasal 37 yang
berbunyi:*

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing”.

Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum
agama, hukum adat, hukum perdata dan hukum-hukum lainnya.

Dengan demikian, bila terjadi perceraian maka mengenai harta
bersama diselesaikan menurut hukum Islam bagi isteri dan suami yang
beragama Islam dan menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi

suami dan isteri yang beragama non Islam.

¥ Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya, (11p.: Sinar
Grafika, 2005), 26
40 UU Perkawinan Indonesia 2007, 11
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HASIL PENELITIAN PUTUSAN PA KRAKSAAN DAN PTA
SURABAYA TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA

A. Keberadaan Pengadilan Agama Kraksaan
Pengadilan Agama Kraksaan Kelas I B adalah salah satu instansi
pemerintah di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah
hukum perdata khusus di Kabupaten Probolinggo. Pengadilan Agama Kraksaan
berkedudukan di JI. Mayjend Sutoyo No. 69, Kraksaan, Kode Pos 67282,
Telephon 0335-841213, fax 0335-843400, e-Mail pakraksaan@yahoo.com.
Keberadaan Pengadilan Agama Kraksaan yang semula berdasarkan hasil
kesepakatan tokoh ulama’ dengan bersendikan pada stablat 152 tahun 1882,
kemudian diperkokoh keberadaannya dengan terbitnya:
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Kompilasi Hukum Islam
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989.

38
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Sebagaimana Pengadilan Agama yang lain, Pengadilan Agama Kraksaan
juga mempunyai batas-batas wilayah hukum dengan wilayah hukum Pengadilan
Agama atau daerah lain, batasan-batasan tersebut adalah :

Sebelah Utara  : Laut Jawa
Sebelah Selatan  : Krejengan
Sebelah Timur  : Paiton
Sebelah Barat : Pajarakan
1. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan
Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan peradilan, Pengadilan
Agama Kraksaan semula mengikuti yurisdiksi Kabupaten Kraksaan a quo
Kabupaten Probolinggo hasil peleburan meliputi 14 Kecamatan.
Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang
pemekaran wilayah Kabupaten Probolinggo jo Keputusan Mahkamah Agung
RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kena
Kepaniteraan Pengadilan Agama, yudridiksi Pengadilan Agama Kraksaan
berubah menjadi 24 kecamatan dan terdiri dari 327 desa.
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan
Struktur organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Kraksaan
mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi-instansi
lain, struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan

wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian.
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Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 33 Tahun 1999 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, maka kesekretariatan Pengadilan Agama terdiri
dari 4 kelas, yaitu kelas I A, kelas I B, kelas IT A, kelas II B dengan demikian
Pengadilan Kraksaan termasuk golongan tingkat I B bertempat di kecamatan
dan jumlah perkara yang pernah ditangani sudah termasuk dalam ketentuan
yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Kraksaan adalah

sebagaimana yang terlampir :

B. Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata
tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan kehakiman di
lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama Yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai
Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan Pengadilan tingkat
banding yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-Undang No. 7 Tahun
1989 jo surat keputusan menteri Agama R.I.No 6 Tahun 1980 Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Jawa Timur ,yakni Kota
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Surabaya dengan alamat JI .Mayjend Sungkono No. 7 Telp. 031-5681797 fax.

5680426 Surabaya 60225.

1. Wilayah Yurisdiksi Dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi
wilayah Propinsi Jawa Timur terdiri dari 37 Pengadilan Agama dan
berkedudukan di ibukota Daerah tingkat II Kabupaten atau kota, kecuali
Pengadilan Agama Kangean dan Bawean berkedudukan di ibukota
Kecamatan, wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa Timur meliputi
Pemerintah Daerah tingkat I Kabupaten atau kota, kecuali Pengadilan
Agama Blitar meliputi wilayah Kabupaten dan kota Blitar, Pengadilan
Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan kota
Batu, Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah kota Pasuruan dan
sebagian Kabupaten pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian
Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi wilayah Kabupaten
dan Pemerintah Kota Bangil, Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian
wilayah Kabupaten Sumenep, dan Pengadilan Agama Bawean meliputi
sebagian wilayah Kabupaten Gresik.
Sesuai dengan pasal 51 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang

Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan
Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Di samping itu, juga
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bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa

kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Berdasarkan keputusan mentri Agama negara RI No. 589 tahun 1999

pengadilan Agama sejawa timur dibagi dalam tiga klasifikasi kelas, yaitu

kelas IA sebayak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan

Agama dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama. Adapun nama-nama

pengadilan Agama dan wilayah hukumnya adalah sebagai berikut:

No | Nama Daerah hukum | kelas | Jumlah Jumlah Jarak
pengadilan kecamatan | kelurahan | dengan
agama PTA
1. | Surabaya Kab Surabaya 1A 37 167 5 Km
2. | Banyuwangi | Kab 1A 21 217 297 Km
Banyuwangi

3. | Blitar Kab Dan Kota IA 25 268 170 Km
Blitar

4. | Bojonegoro | Kab. IA 27 430 113 Km
Bojonegoro

5. | Jember Kab Jember IA 31 244 205 Km

6. | Kab. Kediri | Kab Kediri 1A 23 311 127 Km

7. | Lamongan Kab Lamongan IA 27 477 48 Km

8. | Lumajang Kab Lumajang IA 21 203 154 Km
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9. | Malang Kota Malang IA 5 56 90 Km
10. | Tuban Kab Tuban IA 19 328 105 Km
11. | Tulungagung | Kab 1A 19 271 161 Km
Tulungagung
12. | Bangil Sebagian Kota IB 11 105 42 Km
Bangil
13. | Bangkalan Kab Bangkalan IB 18 288 18 Km
14. | Bondowoso | Kab Bondowoso | IB 20 206 196 Km
15. | Gresik Kab Gresik IB 16 298 18 Km
16. | Jombang Kab Jombang IB 21 306 81 Km
17. | Kodya kediri | Kota Kediri 1B 3 46 127 Km
18. | Kraksaan Kab IB 24 327 121 Km
Probolinggo
19. | Kab. Madiun | Kab Madiun IB 15 206 171 Km
20. | Magetan Kab Magetan IB 16 225 205 Km
21. | Mojokerto Kab Dan Kota IB 20 322 51 Km
Mojokerto
22. | Nganjuk Kab Nganjuk IB 20 277 123 Km
23. | Ngawi Kab Ngawi IB 17 213 206 Km
24. | Pacitan Kab Pacitan IB 12 167 277 Km
25. | Pamekasan | Kab Pamekasan IB 13 186 113 Km
26. | Pasuruan Kota Dan 1B 23 344 62 Km




27. Sebagian Kab

28. Pasuruan

29. | Ponorogo Kab Ponorogo B 21 322 201 Km

30. | Probolinggo | Kota IB 3 29 100 Km
Probolinggo

31. | Sampang Kab Sampang IB 12 186 78 Km

32. | Sidoarjo Kab Sidoarjo IB 18 350 24 Km

33. | Situbondo Kab Situbondo IB 17 135 204 Km

34. | Sumenep Kab Sumenep IB 29 332 167 Km

35. | Trenggalek | Kab Trenggalek | IB 14 157 180 Km

36. | Madiun Kota Madiun I 3 30 65 Km

37. | Bawean Sebagian Kota II 2 30 65 Km
Gresik

38. | Kab. Malang | Kab Malang dan | II 36 389 100 Km
Kota Batu

39. | Kangean Sebagian kab II 2 37 170 Km
Sumenep

Sesuai dengan pasal 51 undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama maka sebagai Pengadilan tingkat banding, Pengadilan 1A

bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewengan Peradilan

Agama dalam tingkat banding, disamping itu juga bertugas dan berwenang
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mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili
antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya,
2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Struktur Organisasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi-instansi yang
lain. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan
wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian. Sesuai dengan
KMA/004/sk/TI/1992 jo. Keputusan Menteri Agama No.303/1990 tentang
stuktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagaimana

yang terlampir:

C. Deskripsi Kasus Tentang Perkara Gugatan Sengketa Harta Bersama
1. Identitas Para Pihak.

Kasus yang sedang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Kraksaan
terdaftar dengan No. 1234/Pdt.G/2008/PA Krs. Sedangkan di Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya terdaftar dengan No.261/Pdt.G/2009/ PTA. Sby.

SRI SUNARYATIN M.Pd. binti BOIRAN PRAPTO WIJONO, umur 48
tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beriempat tinggal di Dusun Kancoan, RT.
03 RW. 02, Desa Pajarakan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo,

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING.
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NUR SALAM bin P. MARIMIN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kancoan, RT. 03 RW. 02, Desa Sukokerto,
Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT / TERBANDING.

. Posita Atau Fakta Hukum

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada
tanggal 02 Maret 1988 sebagaimana dalam kutipan Akte Nikah Nomor:
323/02/111/1988 tanggal 03 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar.

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami
isteri selama 19 tahun dan belum dikaruniai anak. Akan tetapi pada tahun 2001,
mereka mengadopsi anak perempuan yang bernama Risa Maulidiana dan
sckarang dalam asuban Penggugat. Penggugat mempunyai harta asal yang
berupa:

a. Sebidang tanah seluas 159 m’ yang terletak di Dusun Kancoan RT/RW.
03/02 Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, yang
telah dibeli oleh Penggugat, tepatnya pada tanggal 02 Mei 1990 dari uang
sepeda motor Penggugat, dan telah bersertifikat hak milik dengan nomor
sertifikat: 219 atas nama Pemegang Sri Sunaryati dengan batas-batas

sebagai berikut :
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Sebelah utara : Dahulu tanah Sumiati, sekarang rumah Tondik
Sebelah timur : Dahulu tanah B. Owi, sekarang tanah P. Kaseri
Sebelah selatan : Dahulu tanah Esa Cs., sekarang rumah Tisen
Sebelah barat : Jalan raya PUD

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I.

b. Tanah sengketa tersebut oleh Penggugat dibangun rumah tingkat 2 (dua)
dengan luas bangunan 240 m® dan terdapat usaha wartel sebanyak 3 (tiga)
KBU. Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II.

Selain harta asal Penggugat, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat
mempunyai harta bersama berupa :

a. Sebidang tanah seluas 480 m’ yang terletak di Desa Temenggungan,
Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang dibeli Penggugat dan

Tergugat pada tanggal 10 Juli 1992, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah B. Noto
Sebelah timur : Jalan Desa
Sebelah selatan : Tanah B. Sapi'i
Sebelah barat : Tanah B. Juarni

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa III.
b. Sebidang tanah seluas 500 m2 yang terletak di Desa Temenggungan,
Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagai

berikut :
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Sebelah utara : Tanah B. Ra

Sebelah timur : Tanah Sapi'i Guno Ali al Jaed
Sebelah selatan : Tanah B. Sapu'i

Sebelah barat : Tanah Sanedran P. Poteo

Untuk selanjutnya disebut obyek sengketa IV.

Peralatan wartel dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,-. Selanjutnya
disebut barang sengketa L.

Sepeda motor merk Honda tahun 2001 seharga Rp. 10.000.000,-. Selanjutnya
disebut barang sengketa II.

Mobil Suzuki Forsa seharga Rp. 24.000.000,-. Selanjutnya disebut barang

sengketa I11.
Sebuah TV warna merk LG 21 Inc. seharga 1.000.000,-. Selanjutnya disebut
barang sengketa IV.
Sebuah TV warna merk Gold Star 14 Inc. seharga Rp. 500.000,-. Selanjutnya
disebut barang sengketa V.
3 lemari pakaian seharga Rp. 1.500.000,-. Selanjutnya disebut barang
sengketa V1.
3 tempat tidur seharga Rp. 1.500.000,-. Selanjutnya disebut barang sengketa
VIL

1 mesin cuci seharga Rp. 1.000.000,-. Selanjutnya disebut barang sengketa

VIIL
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k. 1 lemari es seharga Rp. 1.000.000,-. Selanjutnya disebut barang sengketa IX.

I 1 lemari meja belajar seharga Rp. 500.000,-. Selanjutnya disebut barang
sengketa X.

m. 1 meja belajar seharga Rp. 400.000,-. Selanjutnya disebut barang sengketa
XI.

n. 1 lemari makan gantung seharga Rp. 500.000,-. Selanjutnya disebut barang
sengketa XII.

o. 1 stel mebel betawi seharga Rp. 1.000.000,-. Selanjutnya disebut barang
sengketa XIII.

p. 2 etalase konter dan rokok scharga seharga Rp. 2.000.000,-. Selanjutnya
disebut barang sengketa XIV.

g. 1 set komputer lengkap dengan printer seharga Rp. 1.500.000,-. Selanjutnya
disebut barang sengketa XV.

Adapun harta bersama yang berupa pasifa (hutang) sebagai berikut :

a. Sisa angsuran pada BRI Pajarakan sebesar Rp. 40.050.000,-.

b. Sisa hutang pada KPRI sejahtera Pajarakan sebesar Rp. 25.000.000,-.

c. Sisa hutang pada BPR Antar Parama Kraksaan sebesar Rp. 16.000.000,-.

d. Sisa hutang pada BPD Jatim Probolinggo sebesar Rp. 22.000.000,-.
Sehingga total tanggungan bersama sebagai harta bersama sebesar Rp.

97.050.000,-. Selanjutnya disebut sebagai hutang bersama.



50

Bahwa terhadap obyek semgketa 1 dan II dikuasai oleh Tergugat.
Sedangkan obyek sengketa Il dan IV sebagai harta bersama dijual secara
sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan barang sengketa II
dan ITI dijual pula oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

Ketika Penggugat melaksanakan perkawinan dengan Tergugat tidak
pernah diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, sedangkan
tanah obyek sengketa IIl dan IV, barang sengketa I-VI, dan hutang bersama
adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang harus

dibagi berdua antara Penggugat dan Tergugat.

. Petitum Atau Isi Tuntutan

Adapun petitum yang diminta oleh Penggugat adalah
a. Menerima baik gugatan Penggugat
b. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan apabila dilaksanakan
d. Menetapkan hak hadanah Risa Maulidiana jatuh kepada Penggugat
e. Menetapkan bahwa obyek sengketa I dan II sebagai harta asal Penggugat
f. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa I dan II kepada
Penggugat dengan tanpa beban dan apabila perlu dengan bantuan pihak

kepolisian.
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g. Menetapkan obyek sengketa IIl dan IV, barang sengketa 1-XV, dan hutang
sebesar Rp. 97.050.000,- sebagai harta bersama dalam perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat.

h. Menyatakan tidak sah jual beli atas harta bersama yang dilakukan oleh
Tergugat atas obyek sengketa Il dan IV, dan barang sengketa II dan I

i. Menetapkan Penggugat memperoleh separoh bagian obyek sengketa III dan
IV, dan barang sengketa I-XV serta sisanya untuk Tergugat

j. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memiliki tanggungan bersama sebesar
Rp. 97.050.000,-

k. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta
bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- untuk
setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan harta bersama yang
diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum
tetap

m. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

. Jawaban Tergugat

Bahwa pada persidangan lanjutan terhadap dalil-dalil dan alasan

Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:
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a. Tergugat dengan tegas menolak scluruhnya dalil-dalil dan alasan Penggugat
yang sama sekali tidak relevan berdasarkan hukum kecuali secara tegas
diakui kebenarannya oleh Tergugat.

b. Benar apa yang didalilkan Penggugat, Tergugat pemah menikah dengan
Penggugat pada tahun 1988 di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.
Pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah yang ketiga kalinya, isteri
pertama dan kedua bercerai hidup dengan Tergugat.

c. Pada waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja
sebagai guru Sekolah Dasar (PNS) yang berpendidikan hanya tamatan
SPSG, sedang gaji tiap- bulannya menerima Rp.75.000,-. Tergugat tidak
pernah merasakan serupiah pun uang dari Penggugat, oleh karena
penerimaan gaji setiap bulannya selalu minus.

d. Tergugat bekerja sclaku pengadaan tebu di pabrik gula Pajarakan,
merangkap sebagai Manager Koperasi Tegar, mengelola wartel Tegar.
Penggugat pun scbagai pemborong di proyck-proyek bangunan scrta
berdagang kayu bangunan dan banyak usaha lain yang ditangani Tergugat
schingga tidak ada waktu untuk berdiam diri. Semua penghasilan Tergugat
diterima Penggugat untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan hidup,

selebihnya untuk tabungan.
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e. Tergugat berupaya untuk menyekolahkan Penggugat dari D2 sampai dengan
S2 Magister Administrasi Pendidikan dengan biaya keseluruhan yang
ditanggung oleh Tergugat.

f. Tidak benar gugatan Penggugat tentang obyek sengketa I dan II, karena
obyek tersebut merupakan harta asal Tergugat, di mana sebelum Tergugat
kawin dengan Penggugat sudah mempunyai sebidang tanah dan bangunan
rumah yang dibeli dari Endang Martiningsih yang kemudian ditukar guling
dengan tanah dan bangunan milik Amak Taufig.

g. Beberapa bulan dari kesepakatan tukar guling tersebut dilanjutkan dengan
transaksi yang hanya dihadiri oleh Penggugat (tanpa Tergugat). Demi
kemudahan, transaksi tukar guling tersebut oleh Penggugat diubah menjadi
transaksi jual beli atas nama Penggugat. Maka tidak benar apabila harta
tersebut disebut harta bersama.

h. Tidak benar gugatan Penggugat point pasifa (hutang). Apabila Penggugat
mempunyai hutang, tentunya harus seijin dan sepengetahuan Tergugat.

i. Tidak benar gugatan penggugat tentang wartel Tegar yang diakui sebagai
harta bersama, karena wartel tersebut adalah milik koperasi Tegar.

j. Benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah
memperoleh harta bersama berupa perabot rumah tangga.

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan tiga orang saksi dari

Penggugat. Masing-masing bernama:
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1. AHMAD TAUFIQ bin AWAD, di bawah sumpah menerangkan :

a.

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama karena
bertetangga di Sukokerto

Bahwa saksi menghadap sidang perlu sebagai saksi tentang tanah dan
rumah milik Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Dusun Kancoan,
Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 1988 membeli tanah yang di
atasnya ada bangunan milik saksi dengan cara tukar tambah. Tanah
tersebut batas-batasnya adalah :

Sebelah utara : Dahulu tanah Sumiati, sekarang rumah Tondik
Sebelah timur  : Dahulu tanah B. Owi, sekarang tanah P. Kaseri
Sebelah selatan  : Dahulu tanah Esa Cs., sekarang rumah Tisen

Sebelah barat : Jalan raya PUD

Bahwa tanah milik saksi tersebut ditukar tambah dengan tanah dan
rumah milik Tergugat dengan tambahan berupa sepeda motor, TV, Tape
recorder, Polytron dan uang sebesar Rp. 2.000.000,-.

Bahwa transaksi tukar tambah seperti itu dilakukan secara pribadi dan
resminya secara jual beli

Menanggapi keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun

Tergugat sama-sama menyatakan benar.
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2. M. IKSAN bin TURAH, di bawah sumpah menerangkan :

a.

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak keduanya
sebelum menikah

Bahwa di hadapan sidang, saksi memeberikan keterangan tentang
kejadian transaksi tukar tambah tanah milik Amak Taufiq dengan
Penggugat dan Tergugat

Bahwa saat itu saksi mengantarkan Amak Taufiq ke rumah Penggugat
dan Tergugat dalam rangka tukar tambah tanah dan bangunan

Bahwa yang saksi tahu, tanah atau bangunan yang dipertukarkan dengan
tanah atau bangunan milik Amak Taufiq adalah barang asal Tergugat
yang merupakan hasil dengan isteri sebelumnya. Dalam tukar tambah
tersebut, Amak Taufiq menerima tambahan berupa TV, sepeda motor,
tape recorder, dan vang tunai

Bahwa obyek tanah / rumah dimaksud berlokasi di Dusun Kancoan, Desa
Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : Dahulu tanah Sumiati, sekarang rumah Tondik
Sebelah timur  : Dahulu tanah B. Owi, sekarang tanah P. Kaseri
Sebelah selatan  : Dahulu tanah Esa Cs., sekarang rumah Tisen

Sebelah barat : Jalan raya PUD

Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Tergugat



56

Mengenai keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun
Tergugat menyatakan kebenarannya.
. HERI WINARTO bin BOIRAN PRAPTO WIYONO, tidak disumpah
menerangkan :
a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik
kandung Penggugat
b. Bahwa saksi akan menyampaikan keterangan tentang tukar tambah
rumah Penggugat yang terletak di Desa Sukokerto, Pajarakan
c. Bahwa Penggugat pernah pinjam vang kepada keluarga saksi di Blitar
d. Bahwa yang saksi tahu tanah dan rumah tersebut adalah hasil pembelian
e. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal usul tanah dan rumah
tersebut.
Menanggapi keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar
saksi tidak mengetahui asal usul tanah dan rumah, sedangkan Tergugat

menyatakan bahwa saksi memang tidak tahu menahu asal usulnya.
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D. Putusan dan Dasar Hukum yang Dipakai oleh Pengadilan Agama Kraksaan

dalam Memutuskan Gugatan Sengketa Harta Bersama

Isi dari putusan Pengadilan Agama Kraksaan tentang sengketa harta

bersama dalam perkara No. 1234/ Pdt.G/2008/ PA Krs. adalah sebagai berikut:

1.

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Juru
Sita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 14 Nopember 2008
dengan berita acara No. 1234/ Pdt.G/2008/ PA Krs. untuk obyek sengketa I
dan barang sengketa point IV sampai dengan XV adalah sah dan berharga
Menetapkan bahwa 75 % dari harta sebagaimana tercantum pada obyek
sengketa point I, dan barang sengketa point IV sampai dengan point XV
dalam surat gugat yang ada dalam penguasaan Tergugat adalah harta
bersama Penggugat dan Tergugat

Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh
separoh bagian dari harta tersebut dalam amar putusan angka 3

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 75 % dari harta
bersama obyek sengketa 1 dalam surat gugat, masing-masing mendapat
separohnya, yang apabila tidak bisa dibagi secara natural, maka obyek

sengketa tersebut dijual lelang
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6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian dari jumlah harta
bersama tersebut barang sengketa point IV sampai dengan XV kepada
Penggugat

7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk yang lain dan
selebihnya

8. Menyatakan sita jaminan untuk obyek sengketa point III dan IV serta barang
sengketa point I yang sudah diletakkan adalah tidak sah (tidak berharga) dan
memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kraksaan untuk segera
mengangkat sita jaminan atas tanah dan barang sengketa tersebut

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini sebanyak Rp. 2.794.000,- (Dua juta tujuh ratus sembilan
puluh empat ribu rupiah) masing-masing separohnya.

Adapun dasar hukum (pertimbangan hukum) majelis hakim dalam
memutuskan perkara sengketa harta bersama adalah berdasarkan pasal 37
Undang-undang No. I Tahun 1974 jo pasal 97 KHI, di mana dijelaskan bahwa
apabila perkawinan putus karena perceraian, ﬁarta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada KHI di
mana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari
harta bersama. Selain itu juga berpedoman pada surat an-Nisa' ayat 32 yang

berbunyi :



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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E. Putusan dan Dasar Hukum yang Dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dalam Memutuskan Sengketa Gugatan Harta Bersama

Perkara tentang sengketa harta bersama dalam perkara No.1234/
Pdt.G/2008/ PA.Krs. telah diputus oleh Pengadilan Agama Kraksaan pada hari
Senin tanggal 18 Mei 2009 namun dari pihak Penggugat telah mengajukan
permohonan banding dan berdasarkan pasal 61 Undang-undang No. 3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agama yaita” atds penctapan dan putusan Pengadilan
Agama dapat dimintakan banding oleh pihak berperkara, kecuali apabila
Undang-Undang menentukan lain.” maka Penggugat mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Oleh  karena permohonan banding yang diajukan  oleh
Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka
permohonan banding tersebut dapat diterima.

Setelah permohonan banding dapat diterima maka Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya mulai memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat
banding dalam persidangan majelis hakim. Dengan memperhatikan segala uraian
dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kraksaan.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan
Hakim tingkat pertama pada halaman 25 putusan Pengadilan Agama Kraksaan

tanggal 18 Mei 2009 No.1234/Pdt.G/2008/PA Krs. yang menetapkan dengan
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prosentase berdasarkan perbandingan atas bukti surat pembayaran pajak bumi
dan bangunan (SPT PBB) dari obyek sengketa tersebut, oleh karena itu harus
dibatalkan.

Pertimbangan tersebut di atas tidak sejalan dengan pertimbangan hukum
pada halaman 19 dan 20, di mana sudah jelas bahwa tanahnya adalah harta asal
Tergugat/Terbanding dan bangunan di atasnya adalah harta bersama
Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Bahwa atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim
tingkat pertama pada halaman 20 dan 21 adalah sudah tepat dan benar, hanya
perlu ditambah pertimbangan sebagai berikut :

Posita gugatan tersebut di atas tidak rinci, tidak memenuhi azas jelas dan
tegas sesuai pasal 8 Rv, maka hal ini berakibat gugatan cacat formil karena
gugatan kabur, tidak jelas, dan oleh karenanya sesuai dengan putusan
Mahkamah Agung RI. No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, harus
dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam hal ini dapat diterapkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab
Figh as-Sunnah Juz I halaman 418419 yang diambil menjadi pendapat
Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Artinya: "Disyaratkan bagi setiap gugatan, hendaknya disjukan secara rinci

tentang apa yang digugatnya, dan tidak sah gugatan kecuali dengan adanya dalil
atau bukti yang jelas tentang hal itu'".
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Bahwa terhadap obyek sengketa yang lain, Hakim tingkat banding
sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, untuk diambil alih
sebagai pertimbangannya sendiri dalam perkara a quo.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim
menetapkan  bahwa  harta  bersama  Penggugat/Pembanding  dan
Tergugat/Terbanding terdiri atas bangunan di atas tanah obyek sengketa I surat
gugat dan obyek sengketa point IV sampai point XV dan masing-masing pihak
mendapatkan separoh bagian dari harta bersama tersebut.

Berdasarkan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil
shar'i yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama
memutuskan :
® Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat

/Pembanding dapat diterima
¢ Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 18 Mei 2009
No.1234/Pdt.G/2008/PA.Krs. yang dimohonkan banding dengan mengadili
sendiri sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh
Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan tangal 14 Nopember

2008 dengan berita acara No. 1234/ Pdt.G/2008/ PA.Krs. untuk obyek
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sengketa I dan barang sengketa point IV sampai dengan XV adalah sah
dan berharga

. Menetapkan bahwa bangunan di atas tanah pada obyek sengketa I dan
obyek sengketa point IV sampai dengan XV dalam surat gugat yang ada
dalam penguasaan Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan
Tergugat

. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh
separoh bagian dari harta tersebut dalam amar putusan angka 3 di atas

. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian dari jumlah
harta bersama tersebut dalam amar putusan angka 3 di atas kepada
Penggugat

. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk yang lain dan
selebihnya

. Menyatakan sita jaminan untuk obyek point IIIl dan IV serta barang
sengketa point [ yang sudah diletakkan adalah tidak sah / tidak berharga,
dan memerintahkan Pengadilan Agama Kraksaan untuk segera
mengengkat sita jaminan atas tanah dan obyek sengketa tersebut

. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara
pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.794.000,- (dua juta tujuh ratus
sembilan puluh empat ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar

Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) masing-masing separohnya.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PTA
SURABAYA ATAS PEMBATALAN PUTUSAN PA KRAKSAAN
TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA

A. Analisis Terhadap Dasar Putusan Hakim PTA Surabaya Yang Membatalkan
Putusan PA Kraksaan Tentang Sengketa Harta Bersama

Pada sengketa pembagian harta bersama No.1234/ Pdt.G/2008/ PA Krs.
yang disebabkan adanya perceraian membawa perkara hingga pada Pengadilan
Tinggi Agama. Berawal dari Penggugat tidak terima akan putusan Pengadilan
Agama Kraksaan yang telah menentukan harta bawaan dan harta bersama
Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, serta pembagiannya yaﬁg
dirasakan tidak adil.

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan, bahwa
Majelis Hakim memutuskan sengketa harta bersama berdasarkan pasal 37
Undang-undang No. I Tahun 1974 jo pasal 97 KHI, di mana dijelaskan bahwa
apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada KHI di
mana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari
harta bersama. Selain itu juga berpedoman pada surat an-Nisa' ayat 32 yang

berbunyi :
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- Le
...... SR C e L 2T s JESU ..
“....Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada spa yang mercka usabaA:an, dan
bagi para wanita (pun) ads bahagian dari apa yang mercka usabakan....."

Sebagaimana telah terbukti harta obyek sengketa I terdiri atas harta asal
Tergugat dan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam
perkawinannya, maka Majelis Hakim PA Kraksaan menetapkan pembagian
harta tersebut dengan menetapkan terlebih dahulu prosentase nilai masing-
masing harta bawaan Tergugat dan harta bersama dengan menetapkan
bersandarkan kepada perbandingan atas petunjuk bukti surat pembayaran pajak
bumi dan bangunan (SPT.PBB) dari obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan atas perhitungan prosentase tersebut, Majelis Hakim PA
Kraksaan menetapkan bahwa 25 % dari obyek sengketa I adalah harta asal
Tergugat dan yang 75 % adalah harta bersama, Selain itu, termasuk harta
bersama adalah barang sengketa point IV sampai dengan XV dan masing-masing
pihak memperoleh separoh bagian dari harta bersama tersebut.

Sedangkan menurut Majelis Hakim PTA Surabaya, pertimbangan
tersebut di atas tidak sejalan dengan pertimbangan hukum pada halaman 19 dan
20 dalam putusan PA Kraksaan No.1234/ Pdt.G/2008/ PA Krs., di mana sudah
jelas bahwa tanahnya adalah harta asal Tergugat/Terbanding dan bangunan di

atasnya adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/T erbanding.



66

Posita gugatan tersebut di atas tidak rinci, tidak memenuhi azas jelas dan
tegas sesuai pasal 8 Rv, maka hal ini berakibat gugatan cacat formil karena
gugatan kabur, tidak jelas, dan oleh karenanya sesuai dengan putusan
Mahkamah Agung RI. No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, harus
dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam hal ini, dapat diterapkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab
Figh as-Sunnah Juz TI halaman 418419 yang diambil menjadi pendapat
Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Artinya: "Djsyaratkan bagi setiap gugatan, hendaknya disjukan secara rinci
tentang apa yang digugatnya, dan tidak sah gugatan kecuali dengan adanya dalil
alau bukti yang jelas tentang hal itu’".

Menurut pandangan penulis, dasar putusan PA Kraksaan yang digunakan
dalam mengambil sebuah keputusan adalah sudah tepat dan benar. Akan tetapi
cara menentukan harta bawaan dan harta bersama Penggugat dan Tergugat
dengan perhitungan prosentase bersandarkan kepada perbandingan atas petunjuk
bukti surat pembayaran pajak bumi dan bangunan (SPT.PBB) dari obyek
sengketa tersebut adalah kurang tepat dan tidak benar, karena tidak
berlandaskan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan dasar putusan PTA Surabaya yang digunakan dalam
membatalkan putusan PA Kraksaan tersebut sudah tepat dan benar, karena

dalam kasus ini sudah dapat ditemukan kejelasannya antara harta bawaan dan
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harta bersama sechingga tidak perlu menentukan harta tersebut dengan

perhitungan prosentase yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan dan

menimbulkan adanya cacat formil.
Mengenai kasus tersebut, menurut pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun

1974 tentang perkawinan menyebutkan sebagai berikut :

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 37

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing’.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 1 huruf (f)
menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan
atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami
isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut
harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Pasal 92

"Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual
atau memindahkan harta bersama".
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Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan 3

1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c peraturan
pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam, suami atau isteri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan
sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai,
apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan
harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk
kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama.

Dalam hal terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati atau salah
satu diantara suami isteri tersebut ada yang hilang dan tidak diketahui
keberadaannya maka penyclesaian atau pembagian harta bersama adalah
berdasarkan pada pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam 5
1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak

pasangan yang hidup lebih lama.
2) Pcmbagian harta bersama bagi scorang suami atau isteri yang isteri atau
suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang

hakiki atau matinya sccara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

5 Ibid., 200
® Ibid., 200-201
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3) Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa harta bawaan dan
harta bersama tidak dapat dicampuradukkan. Harta bawaan harus jelas, begitu
juga harta bersama. Schingga dalam menentukan harta bawaan dan harta
bersama dengan perhitungan prosentase yang didasarkan kepada perbandingan
atas petunjuk bukti surat pembayaran pajak bumi dan bangunan (SPT.PBB)
adalah tidak dibenarkan, karcna hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dan

tidak berlandaskan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Analisis Terhadap Teknik Pengambilan Hukum Hakim PTA Surabaya Dalam
Pembatalan Putusan PA Kraksaan Tentang Sengketa Harta Bersama
PA maupun PTA merupakan Pengadilan yang berkedudukan scbagai
Judex facti, artinya Pengadilan yang mempunyai kewenangan yang sama dalam
memeriksa fakta-fakta hukum yang terjadi secara keseluruhan dalam suatu
gugatan.” Bolch jadi PA atau PTA berbeda dalam menilai fakta-fakta terscbut,
schingga putusan yang diberikan juga akan berbeda.
Dalam menilai fakta - fakta hukum yang terjadi, PA Kraksaan

memutuskan penetapan harta bawaan dan harta bersama dengan perhitungan

TA. Rasyid Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta, Rajawali Press, 1991), 12
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prosentase yang didasarkan kepada perbandingan atas petunjuk bukti surat
pembayaran pajak bumi dan bangunan (SPT.PBB). Sedangkan PTA Surabaya
membatalkan putusan PA Kraksaan dikarenakan pertimbangan tersebut tidak
sejalan dengan pertimbangan hukum pada halaman 19 dan 20 dalam putusan PA
Kraksaan No.1234/ Pdt.G/2008/ PA.Krs., di mana sudah jelas bahwa tanahnya
adalah harta asal Tergugat/Terbanding dan bangunan di atasnya adalah harta
bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Menurut PTA Surabaya, putusan tersebut tidak memenuhi azas jelas dan
tegas sesuai pasal 8 Rv, maka hal ini berakibat gugatan cacat formil karena
gugatan kabur, tidak jelas, dan oleh karenanya sesuai dengan putusan
Mahkamah Agung RI. No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, harus
dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan PA Kraksaan tersebut lebih menitikberatkan kepada hukum
materiil tanpa mempertimbangkan hukum formilnya yang mengakibatkan
putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum.

Sedangkan putusan PTA Surabaya meluruskan putusan PA Kraksaan
dengan lebih memperhatikan penetapan harta bawaan dan harta bersama
berdasarkan hitungan prosentase yang melanggar hukum formil. Menurut PTA
Surabaya, dalam memutuskan sebuah perkara hal yang lebih diutamakan adalah
hukum formilnya. Apabila dalam memutuskan perkara itu tidak memenuhi

hukum formil, maka putusan tersebut harus dibatalkan. Mereka beralasan bahwa
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scorang hakim tidak boleh bertindak seperti seorang mufli, karena seorang

hakim itu harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia.”

C. Analisis hukum Islam terhadap putusan PTA Surabaya dan Implikasinya
Terhadap Putusan PA Kraksaan No. 1234/Pdt.G/2008/PA Krs

Pada dasarnya, menurut hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran
harta bersama antara suami isteri karena perkawinan, kecuali dengan syirkah
(petjanjian dalam perkawinan). Hal ini disebabkan karena dalam al-Qur’an
maupun Hadith Nabi tidak dijelaskan dengan tegas tentang hal itu, sehingga
masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad.?

Beberapa sarjana Islam yang mengatakan adanya harta bersama dalam
perkawinan antara suami dan isteri itu berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an
surah al-Baqarah ayat 228, surah an-Nisa’ ayat 21, 34, dan 19, serta surah ar-
Rum ayat 21. Mereka menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam, harta yang
diperoleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka
bekerja bersama-sama atau hanya sang suami saja sedangkan isteri hanya

mengurus rumah tangga beserta anak-anaknya saja.

? Hasil wawancara dengan Drs. H. Syamsuri, S.H. (salah seorang Hakim PTA Surabaya)
3 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, 99
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Jadi ketika suami isteri telah terikat dalam perjanjian perkawinan
sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-
anaknya, seperti yang diatur oleh al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 21. Tidak perlu
diiringi dengan syirkah (perjanjian dalam perkawinan), sebab perkawinan
dengan Ijab Qobul serta memenuhi persyaratan lain-lainnya seperti adanya wali,
saksi, mahar, dan walimah sudah dapat dianggap adanya syirkah antara suami
isteri.*

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, harta barsama
itu diatur dalam Bab I pasal 1 huruf (f) dan Bab XIII pasal 85 sampai dengan
pasal 97.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 1 huruf (f)
menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan
atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami
isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut
harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.’

Dalam syari'at Islam, kedudukan hakim ditempatkan sebagai jabatan
yang sangat mulia. Kepadanya diberikan kebebasan untuk berijtihad, yaitu usaha
pikiran secara bijaksana untuk menemukan kebenaran dan sumbernya maupun

penetapan hukum secara tepat, sebab tanggung jawab hakim dalam menegakkan

4 Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 232
3 Ibid, 175
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hukum dan keadilan adalah sangat besar, baik di Pengadilan Agama maupun di
Pengadilan yang ada di Indonesia, agar hakim senantiasa mempertahankan

kemuliaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Sad ayat 26 :

£

“4 w T € o 2 - R .f: s - /9// i P
Yj ‘_5’.4-[.: U»Lz.“ O &b u.'o_)Y' 43 4.9.31> éJLJA:- L’;! .;;_;U'_s_.
6'54 P . . % 22 . Lo -

......... fﬂ‘ J..::«.w Ooéll.éags CS}G.” c:«s

"Hai Daud, Sesungguhnya ksmi menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka

bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan
Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari

Jalan Allah"

Jadi untuk mempertahankan kemuliaannya, seorang hakim harus
berperan menegakkan kebenaran dan keadilan serta teliti dalam menetapkan
hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.

Dalam pembagian harta bersama, seorang hakim harus memutuskan
sesuai dengan hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan: ") saY g Y
(tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan)".® Dari kaidah hukum ini,
jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta

tersebut secara adil. Dalam surat an-Nisa' ayat 32, ayat tersebut mengisyaratkan

¢ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Ksedak-kaedabh Praktis Memahami Figih Islami, (ttp.:
Pustaka al-Furqan,2009), 93
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bahwa penyelesaian harta bersama harus dilakukan secara adil dalam pembagian
antara suami dan isteri.’

Menurut pandangan penulis pribadi, putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya tentang sengketa harta bersama adalah sudah sesuai dengan hukum
Islam, karena dalam hukum Islam dituntut adanya keadilan dan kejelasan dalam
mengambil sebuah keputusan. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum
Islam dalam kitab Figh as-Sunnah Juz 11 halaman 418-419 sebagai berikut :
Artinya: "Disyaratkan bagi setiap gugatan, hendaknya diajukan secara rinci
tentang apa yang digugatnys, dan tidak sah gugatan kecuali dengan adanya dalil
alau bukii yang jelas tentang hal itu'".

Selain itu, putusan PTA Surabaya sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang merupakan perintah dari
ajaran agama Islam sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa' ayat 53 :

....... Ko ST Ul 0Tl T2l s 0 ¢l

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil
amri di antars kamu."

Berdasarkan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil
syari yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama

memutuskan :

7 Nasution Bahder Johan dan Sri Warjiati, Hukum Perdata Islam, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 34
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Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat

/Pembanding dapat diterima

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 18 Mei 2009

No.1234/Pdt.G/2008/PA Krs. yang dimohonkan banding dengan mengadili

sendiri sebagai berikut :

1.

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh
Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan tangal 14 Nopember
2008 dengan berita acara No. 1234/ Pdt.G/2008/ PA.Krs. untuk obyek
sengketa I dan barang sengketa point IV sampai dengan XV adalah sah
dan berharga ‘
Menetapkan bahwa bangunan di atas tanah pada obyek sengketa I dan
obyek sengketa point IV sampai dengan XV dalam surat gugat yang ada
dalam penguasaan Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan
Tergugat

Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh
separoh bagian dari harta tersebut dalam amar putusan angka 3 di atas
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian dari jurmlah

harta bersama tersebut dalam amar putusan angka 3 di atas kepada

Penggugat
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6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk yang lain dan
selebihnya

7. Menyatakan sita jaminan untuk obyek point IIl dan IV serta barang
sengketa point 1 yang sudah diletakkan adalah tidak sah / tidak berharga,
dan memerintahkan Pengadilan Agama Kraksaan wuntuk segera
mengengkat sita jaminan atas tanah dan obyek sengketa tersebut

8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara
pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.794.000,- (dua juta tujuh ratus
sembilan puluh empat ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.

111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) masing-masing separohnya.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab
sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan
dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai sengketa harta
bersama sebagai berikut:
1. Alasan hakim PTA Surabaya membatalkan putusan PA Kraksaan adalah
karena putusan PA Kraksaan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 8 Rv,

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register No.565 K/Sip/1973 tanggal 21

Agustus 1974, W
T

2. Teknik pengambilan hukum hakim PTA Surabaya dalam membatalkan
putusan PA Kraksaan adalah dengan menetapkan harta bawaan dan harta
bersama dipisah terlebih dahulu kemudian harta bawaan dikembalikan ke
pemiliknya ( tergugat ) dan harta bersama dibagi dua sama rata.

3. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan PA

Kraksaan tentang sengketa harta bersama sesuai dengan hukum Islam.

77
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B. Saran
Berdasarkan kenyataan yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa

saran yang ingin penulis kemukakan, yait u:

1. Dalam mengambil sebuah keputusan, suami isteri scharusnya lebih
mempertimbangkan kemaslahatan bersama dari pada kepentingan pribadi,
karena sesungguhnya harta adalah amanah dari Allah yang kelak akan
dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

2. Para praktisi hukum sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam
menyelesaikan dan mengadili persoalan sengketa harta bersama, hendaknya
lebih meningkatkan kajian yang mendalam terhadap hal-hal yang berkaitan
dengan masalah tersebut, dan juga lebih teliti dalam mengambil sebuah

keputusan agar terwujud sebuah keadilan yang diharapkan.
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